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ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar 

dan strategis bagi pembangunan nasional. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk 

mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan adalah konsep blue economy yang menekankan 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah yang memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata 

bahari yang tinggi telah mengimplementasikan berbagai program blue economy. Namun, 

pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan 

kewenangan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya integrasi antara kebijakan lingkungan 

hidup dan pengelolaan sumber daya kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan 

pelaksanaan program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari perspektif hukum 

lingkungan hidup serta mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan dan implementasinya beserta 

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan 

analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan blue economy di Sulawesi Utara telah sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan hukum lingkungan hidup, namun kepastian hukum dalam implementasinya belum 

sepenuhnya terwujud karena masih terdapat disharmonisasi regulasi, pengaturan yang bersifat 

sektoral, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan, penguatan pengawasan lingkungan, serta integrasi kebijakan kelautan dan 

lingkungan hidup guna mewujudkan pelaksanaan blue economy yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Blue Economy, Hukum Lingkungan Hidup, Pembangunan 

Berkelanjutan, Sulawesi Utara. 

ABSTRACT 

Indonesia, as an archipelagic country, possesses vast and strategic marine resource potential 

for national development. One approach developed to achieve sustainable marine development is the 

concept of the blue economy, which emphasizes a balance between economic growth, environmental 

protection, and community welfare. North Sulawesi Province, as a region with high potential in marine 

resources, fisheries, and marine tourism, has implemented various blue economy programs. However, 

its implementation still faces challenges such as overlapping regulations, unclear authority 
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distribution, weak supervision, and suboptimal integration between environmental policies and marine 

resource management. 

This study aims to analyze the forms and implementation of blue economy programs in North Sulawesi 

Province from the perspective of environmental law and to examine legal certainty in its regulation 

and implementation, as well as the factors influencing its effectiveness. The research method used is 

normative legal research with statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials 

used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively using 

legal interpretation methods. 

The results of the study show that the implementation of the blue economy in North Sulawesi is 

generally in line with the principles of sustainable development and environmental law. However, legal 

certainty in its implementation has not yet been fully realized due to regulatory disharmony, sectoral-

based arrangements, and weak inter-agency coordination. Therefore, harmonization of laws and 

regulations, strengthening environmental supervision, and integrating marine and environmental 

policies are needed to achieve a sustainable and equitable implementation of the blue economy. 

Keywords: Legal Certainty, Blue Economy, Environmental Law, Sustainable Development, 

North Sulawesi 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 

17.000 pulau dan garis pantai yang sangat 

panjang. Kondisi geografis tersebut 

menjadikan Indonesia sebagai negara yang 

memiliki potensi sumber daya kelautan yang 

sangat besar dan strategis bagi pembangunan 

nasional. Potensi tersebut meliputi sektor 

perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, 

energi kelautan, serta berbagai sumber daya 

hayati dan nonhayati yang terkandung di 

wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, 

pengelolaan sumber daya kelautan perlu 

dilakukan secara optimal dengan tetap 

memperhatikan prinsip keberlanjutan 

lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan 

oleh generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. 

Sejalan dengan perkembangan 

paradigma pembangunan berkelanjutan, 

konsep blue economy atau ekonomi biru 

menjadi salah satu pendekatan yang banyak 

dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya 

kelautan. Blue economy merupakan konsep 

pembangunan yang mengintegrasikan 

pertumbuhan ekonomi, perlindungan 

lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial 

melalui pemanfaatan sumber daya laut secara 

efisien dan berkelanjutan. Konsep ini 

menekankan bahwa kegiatan ekonomi yang 

memanfaatkan sumber daya laut tidak boleh 

mengakibatkan kerusakan ekosistem laut 

maupun menurunkan daya dukung lingkungan. 

Dengan demikian, blue economy tidak hanya 

berorientasi pada peningkatan pendapatan 

ekonomi, tetapi juga pada pelestarian 

ekosistem laut sebagai sumber kehidupan 

masyarakat pesisir. 

Provinsi Sulawesi Utara merupakan 

salah satu daerah yang memiliki posisi strategis 

dalam pengembangan blue economy di 

Indonesia. Wilayah ini memiliki potensi 

sumber daya kelautan yang besar, baik dari 
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sektor perikanan tangkap, budidaya perikanan, 

pariwisata bahari, maupun keanekaragaman 

hayati laut yang tinggi. Kawasan seperti 

Bunaken dan Likupang telah menjadi destinasi 

wisata bahari yang memiliki nilai ekonomi 

sekaligus nilai konservasi lingkungan yang 

tinggi. Selain itu, letak geografis Sulawesi 

Utara yang berbatasan dengan jalur 

perdagangan internasional menjadikan sektor 

kelautan sebagai salah satu pilar penting 

pembangunan daerah. 

Meskipun memiliki potensi yang besar, 

pelaksanaan blue economy di Sulawesi Utara 

masih menghadapi berbagai tantangan. 

Aktivitas ekonomi berbasis kelautan berpotensi 

menimbulkan pencemaran lingkungan, 

kerusakan ekosistem pesisir, konflik 

pemanfaatan ruang laut, serta eksploitasi 

sumber daya yang melebihi daya dukung 

lingkungan. Permasalahan tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan blue 

economy tidak hanya ditentukan oleh aspek 

ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada 

efektivitas sistem hukum yang mengatur 

pemanfaatan sumber daya laut secara 

berkelanjutan. 

Dalam perspektif hukum lingkungan 

hidup, kepastian hukum merupakan unsur yang 

sangat penting dalam menjamin keberhasilan 

pelaksanaan blue economy. Kepastian hukum 

memberikan kejelasan mengenai hak, 

kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab 

para pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

sumber daya kelautan. Namun, pengaturan 

hukum yang berkaitan dengan sektor kelautan 

dan lingkungan hidup di Indonesia masih 

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang sering kali belum terintegrasi 

secara optimal. Kondisi ini berpotensi 

menimbulkan tumpang tindih kewenangan, 

disharmonisasi regulasi, serta ketidakjelasan 

mekanisme pengawasan dan penegakan 

hukum. 

Selain itu, pelaksanaan blue economy 

juga harus memperhatikan prinsip-prinsip 

hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, seperti prinsip 

pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-

hatian, prinsip tanggung jawab, serta prinsip 

pencegahan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. Integrasi prinsip-prinsip tersebut 

ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan 

kelautan menjadi syarat penting untuk 

memastikan bahwa aktivitas ekonomi berbasis 

laut tidak mengorbankan keberlanjutan 

ekosistem. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan 

pelaksanaan program blue economy di Provinsi 

Sulawesi Utara ditinjau dari perspektif hukum 

lingkungan hidup serta mengkaji kepastian 

hukum dalam pengaturan dan implementasinya 

beserta faktor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik dalam pengembangan hukum 

lingkungan hidup sekaligus menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih integratif 

dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber 

daya kelautan di Sulawesi Utara. 

 

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kepastian hukum merupakan prinsip 

fundamental dalam negara hukum yang 

menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, 

konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh 

subjek hukum. Menurut Utrecht, kepastian 

hukum memberikan pedoman mengenai 

perbuatan yang boleh dan tidak boleh 
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dilakukan serta melindungi masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang pemerintah. 

Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum 

harus dirumuskan secara jelas, berdasarkan 

fakta, bersifat positif, dan tidak mudah berubah. 

Sementara itu, Jan M. Otto menyatakan bahwa 

kepastian hukum tercermin melalui tersedianya 

aturan yang mudah diakses, diterapkan secara 

konsisten oleh pemerintah, dipatuhi 

masyarakat, ditegakkan oleh lembaga peradilan 

yang independen, serta dapat dilaksanakan 

secara efektif. Dalam konteks pelaksanaan 

Blue Economy di Sulawesi Utara, kepastian 

hukum berfungsi memberikan landasan 

normatif yang jelas bagi pemerintah, pelaku 

usaha, dan masyarakat dalam mengelola 

sumber daya laut secara berkelanjutan, 

sekaligus mencegah konflik kepentingan dan 

menjamin perlindungan lingkungan hidup. 

Blue Economy merupakan konsep 

pembangunan yang menekankan pemanfaatan 

sumber daya kelautan dan perairan secara 

berkelanjutan guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan 

masyarakat, dan kelestarian lingkungan. 

Konsep ini mencakup berbagai sektor seperti 

perikanan berkelanjutan, budidaya laut, 

pariwisata bahari, energi kelautan, dan 

pengelolaan wilayah pesisir dengan 

mengedepankan efisiensi sumber daya, inovasi 

teknologi, serta rendah emisi. Blue Economy 

bertujuan menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

sehingga sumber daya laut dapat dimanfaatkan 

secara optimal tanpa mengurangi daya dukung 

ekosistem bagi generasi mendatang. Di 

Indonesia, konsep ini menjadi bagian penting 

dari pembangunan maritim nasional dan 

memiliki relevansi strategis bagi Sulawesi 

Utara yang memiliki potensi kelautan, 

perikanan, dan pariwisata bahari yang sangat 

besar. 

Hukum lingkungan hidup merupakan 

seperangkat norma hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan lingkungan guna 

menjaga kelestarian serta mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia 

dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa dan 

mengalami perkembangan melalui lahirnya 

berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1997, hingga Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum 

lingkungan modern berorientasi pada 

perlindungan lingkungan melalui prinsip 

pembangunan berkelanjutan, transparansi, 

partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan 

keadilan. Instrumen penting dalam hukum 

lingkungan meliputi Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL), penegakan 

hukum administratif, perdata, dan pidana, serta 

penerapan prinsip tanggung jawab mutlak 

(strict liability) terhadap kegiatan yang berisiko 

tinggi menimbulkan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaan 

Blue Economy, hukum lingkungan hidup 

berperan sebagai instrumen pengendalian agar 

pemanfaatan sumber daya laut tetap 

memperhatikan daya dukung lingkungan dan 

keberlanjutan ekosistem, sehingga 

pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras 

dengan perlindungan lingkungan hidup dan 

kesejahteraan masyarakat pesisir. 

 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk dan Pelaksanaan Program Blue 

Economy di Provinsi Sulawesi Utara 

ditinjau dari Perspektif Hukum 

Lingkungan Hidup 

Implementasi program Blue Economy di 

Provinsi Sulawesi Utara merupakan upaya 

pembangunan berbasis kelautan yang 

mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan masyarakat pesisir, dan 

perlindungan lingkungan hidup. Sebagai 

provinsi kepulauan yang memiliki wilayah 

perairan yang luas serta potensi sumber daya 

laut yang melimpah, Sulawesi Utara 

menempatkan sektor kelautan dan perikanan 

sebagai salah satu pilar utama pembangunan 

daerah. Penerapan konsep Blue Economy 
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dilakukan melalui berbagai program strategis, 

antara lain pengembangan perikanan 

berkelanjutan, budidaya laut ramah 

lingkungan, konservasi kawasan pesisir dan 

laut, pengembangan pariwisata bahari 

berkelanjutan, serta pengelolaan sampah laut. 

 

Secara normatif, pelaksanaan Blue Economy di 

Sulawesi Utara memiliki landasan hukum yang 

kuat, terutama berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi 

tersebut mengandung prinsip-prinsip hukum 

lingkungan hidup, seperti asas keberlanjutan, 

asas kehati-hatian, asas partisipatif, dan asas 

tanggung jawab negara yang menjadi dasar 

dalam pengelolaan sumber daya kelautan 

secara berkelanjutan. 

Dalam praktiknya, implementasi Blue 

Economy diwujudkan melalui penguatan 

pengawasan terhadap aktivitas penangkapan 

ikan yang merusak lingkungan, pengembangan 

kawasan konservasi laut seperti Taman 

Nasional Bunaken, pengembangan budidaya 

perikanan dan rumput laut yang ramah 

lingkungan, serta pengembangan kawasan 

pariwisata bahari berbasis konservasi di 

wilayah Manado dan Likupang. Program-

program tersebut menunjukkan adanya upaya 

pemerintah untuk menjaga keseimbangan 

antara pemanfaatan sumber daya laut dan 

pelestarian ekosistem pesisir. 

Dari perspektif hukum lingkungan hidup, 

pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi Utara 

telah mencerminkan penerapan instrumen 

preventif dan represif dalam perlindungan 

lingkungan. Instrumen preventif diwujudkan 

melalui perencanaan tata ruang laut, penerapan 

dokumen lingkungan seperti AMDAL dan 

UKL-UPL, serta pembentukan kawasan 

konservasi. Sementara itu, instrumen represif 

dilakukan melalui penegakan hukum terhadap 

pelanggaran lingkungan, seperti praktik illegal 

fishing, penggunaan bahan peledak dalam 

penangkapan ikan, dan pencemaran wilayah 

pesisir. 

Meskipun demikian, implementasi Blue 

Economy masih menghadapi berbagai 

tantangan. Beberapa permasalahan yang 

ditemukan antara lain belum optimalnya 

harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, tumpang tindih 

kewenangan dalam pengelolaan ruang laut, 

lemahnya pengawasan terhadap aktivitas 

ekonomi di wilayah pesisir, serta masih 

rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pelestarian lingkungan laut. Selain 

itu, ancaman perubahan iklim, overfishing, 

degradasi terumbu karang, pencemaran laut, 

dan peningkatan sampah plastik juga menjadi 

faktor yang memengaruhi efektivitas 

pelaksanaan program. 

Keberhasilan Blue Economy di 

Sulawesi Utara sangat bergantung pada 

efektivitas tata kelola lingkungan, konsistensi 

penegakan hukum, serta sinergi antara 

pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan 

lembaga internasional. Penerapan prinsip 

pembangunan berkelanjutan harus menjadi 

landasan utama dalam setiap kebijakan dan 

kegiatan ekonomi berbasis kelautan agar 

pemanfaatan sumber daya alam tidak 

mengorbankan kelestarian lingkungan bagi 

generasi mendatang. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan kelembagaan, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

optimalisasi pengawasan, serta perluasan 

partisipasi masyarakat pesisir guna 

mewujudkan pembangunan kelautan yang 



Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen 

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 

 

berkelanjutan, adil, dan berwawasan 

lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara. 

 

B. Kepastian Hukum dalam Pengaturan dan 

Implementasi Program  Blue Economy 

di Sulawesi Utara serta Faktor-Faktor 

Apa yang  Memengaruhi Efektivitasnya 

Pembangunan sektor kelautan dan 

perikanan merupakan pilar penting dalam 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai 

negara kepulauan. Untuk menjawab tantangan 

eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan 

dan degradasi lingkungan, diterapkan konsep 

**Blue Economy (Ekonomi Biru)** yang 

mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi 

dengan pelestarian ekosistem laut secara 

berkelanjutan. Konsep ini menekankan 

efisiensi pemanfaatan sumber daya, 

pengurangan limbah, dan inovasi berbasis 

ekosistem. 

Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah 

satu wilayah strategis dalam penerapan Blue 

Economy karena memiliki potensi kelautan dan 

keanekaragaman hayati laut yang besar. 

Namun, keberhasilan implementasinya sangat 

bergantung pada adanya kepastian hukum yang 

mencakup kejelasan regulasi, konsistensi 

kebijakan, serta efektivitas penegakan hukum. 

Berbagai regulasi telah menjadi dasar hukum 

pelaksanaannya, mulai dari konvensi 

internasional hingga peraturan nasional dan 

daerah, seperti ratifikasi UNCLOS 1982 

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

1985, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang 

Laut Nasional, serta Peraturan Daerah Sulawesi 

Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana 

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Dalam perspektif hukum lingkungan 

hidup, Blue Economy merupakan implementasi 

amanat Pasal 33 UUD 1945 yang 

mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam 

dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan 

antar generasi. Pengelolaan sumber daya laut 

tidak hanya bertujuan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga 

kelestarian ekosistem laut bagi generasi 

mendatang. 

Meskipun memiliki dasar hukum yang 

cukup kuat, pelaksanaan Blue Economy di 

Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai 

kendala, antara lain tumpang tindih kebijakan 

antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya 

koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran 

hukum masyarakat, praktik illegal, unreported, 

and unregulated (IUU) fishing, keterbatasan 

sumber daya manusia, pengawasan, serta 

keterbatasan pendanaan. Faktor sosial, 

ekonomi, budaya masyarakat, dan kapasitas 

kelembagaan daerah juga memengaruhi 

efektivitas implementasi program. 

Implementasi Blue Economy di 

Sulawesi Utara diwujudkan melalui beberapa 

program utama, yaitu: 

1. Pengembangan pusat industri perikanan 

berkelanjutan melalui optimalisasi 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. 

2. Pengembangan pariwisata bahari 

berkelanjutan, terutama ekowisata di 

kawasan Bunaken dan sekitarnya. 

3. Penerapan budidaya dan penangkapan ikan 

yang ramah lingkungan dengan teknologi 

yang meminimalkan kerusakan ekosistem 

dan limbah. 

Secara keseluruhan, keberhasilan Blue 

Economy di Sulawesi Utara tidak hanya 

ditentukan oleh potensi sumber daya laut yang 

dimiliki, tetapi juga oleh kepastian hukum, 

efektivitas kelembagaan, partisipasi 

masyarakat, dukungan investasi berkelanjutan, 

serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah 



Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen 

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 

 

pusat dan daerah. Oleh karena itu, penguatan 

regulasi dan penegakan hukum menjadi 

kebutuhan penting agar prinsip Blue Economy 

dapat diwujudkan secara nyata dalam 

mendukung kedaulatan negara dan 

keberlanjutan lingkungan laut. 

1. Bentuk Program Blue Economy di 

Sulawesi Utara 

Sulawesi Utara menerapkan konsep 

Blue Economy sebagai upaya 

menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi 

dengan perlindungan ekosistem laut. Program 

yang dilaksanakan meliputi perluasan kawasan 

konservasi perairan untuk melindungi terumbu 

karang dan keanekaragaman hayati, penerapan 

penangkapan ikan terukur berbasis kuota guna 

mencegah eksploitasi berlebih, pengembangan 

budidaya perikanan ramah lingkungan yang 

berorientasi pada hilirisasi dan ekspor 

berkelanjutan, serta rehabilitasi dan 

perlindungan ekosistem pesisir melalui 

pengembangan ekowisata mangrove yang 

mendukung mitigasi perubahan iklim dan 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

2. Pelaksanaan dan Instrumen Hukum 

Penggerak 

Pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi 

Utara didukung oleh berbagai instrumen 

hukum yang berjenjang. Pada tingkat 

internasional, Regional Plan of Action (RPOA) 

2.0 CTI-CFF menjadi pedoman pengelolaan 

kelautan kawasan Segitiga Terumbu Karang. 

Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup mengatur pemanfaatan sumber daya laut 

secara berkelanjutan. Sementara itu, pada 

tingkat daerah, Perda RZWP3K Provinsi 

Sulawesi Utara menjadi dasar pengaturan 

zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

agar aktivitas ekonomi tidak bertentangan 

dengan kawasan konservasi. 

 

Tingkatan 

Regulasi 

Dasar 

Hukum / 

Instrumen 

Korelasi 

dengan 

Program 

Internasional 

Regional 

Plan of 

Action 

(RPOA) 

2.0 CTI-

CFF 

Menjadi kiblat 

tata kelola 

kelautan 

regional 

Segitiga 

Terumbu 

Karang yang 

berpusat di 

Manado. 

Nasional 

UU No. 32 

Tahun 

2014 

tentang 

Kelautan 

& UU No. 

32 Tahun 

2009 (UU 

PPLH) 

Menetapkan 

kewajiban 

pemanfaatan 

ruang laut 

secara 

berkelanjutan 

dan instrumen 

pengendalian 

dampak 

lingkungan. 

Daerah 

Perda 

RZWP3K 

(Rencana 

Zonasi 

Wilayah 

Pesisir 

dan Pulau-

Pulau 

Kecil) 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara 

Instrumen 

yuridis dalam 

pengalokasian 

ruang agar 

kegiatan 

ekonomi 

(industri/wisata) 

tidak menabrak 

zona 

konservasi. 

 

3. Tinjauan dari Perspektif Hukum 

Lingkungan Hidup 

 

a) Asas Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development) 

Blue Economy di Sulawesi Utara 

merupakan implementasi prinsip pembangunan 

berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 

33 ayat (4) UUD 1945. Pemanfaatan sumber 

daya laut tidak hanya bertujuan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin 
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kelestarian ekosistem laut dan keadilan antar 

generasi. 

b) Pendekatan Berbasis Ekosistem 

(Ecosystem Approach) 

Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan 

dengan memandang ekosistem sebagai satu 

kesatuan yang utuh. Konservasi mangrove dan 

terumbu karang di Sulawesi Utara 

menunjukkan adanya integrasi antara 

perlindungan lingkungan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan 

sumber daya yang berkelanjutan. 

c) Tantangan Yuridis: Sektoralisme dan 

Tumpang Tindih Kewenangan 

Meskipun implementasi Blue Economy 

telah berjalan, masih terdapat kendala hukum 

berupa tumpang tindih kewenangan antar 

sektor, khususnya antara bidang kelautan dan 

lingkungan hidup. Selain itu, pengawasan dan 

penegakan hukum masih memerlukan sinergi 

yang lebih kuat antar lembaga agar kebijakan 

seperti kuota tangkap dapat berjalan efektif 

serta pelanggaran seperti penangkapan ikan 

yang merusak dapat ditindak secara tegas. 

 

Pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi 

Utara secara konseptual telah sesuai dengan 

prinsip Hukum Lingkungan Hidup, namun 

masih menghadapi tantangan utama berupa 

harmonisasi regulasi lintas sektor dan 

lemahnya penegakan hukum. Secara 

konstitusional, pengelolaan sumber daya laut 

berlandaskan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 

1945, yang menegaskan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan 

prinsip berkelanjutan. Secara normatif, 

pengelolaan lingkungan laut diperkuat oleh UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang 

menekankan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan, serta UU No. 32 Tahun 2014 

tentang Kelautan yang mengatur pengelolaan 

kelautan secara terpadu. Sulawesi Utara sendiri 

memiliki posisi strategis sebagai bagian dari 

kawasan Coral Triangle, dengan sektor 

perikanan Bitung dan pariwisata Bunaken 

sebagai penggerak ekonomi utama. Program 

Blue Economy dijalankan melalui RZWP3K, 

perluasan kawasan konservasi, dan kebijakan 

Penangkapan Ikan Terukur (PIT). 

Namun, implementasi di lapangan 

masih menghadapi berbagai masalah, seperti 

praktik destructive fishing, alih fungsi 

mangrove, pencemaran limbah industri, serta 

tumpang tindih pemanfaatan ruang laut. Dari 

sisi hukum, permasalahan utama terletak pada 

ketidakharmonisan regulasi, sentralisasi 

kewenangan pasca UU Cipta Kerja, serta 

lemahnya koordinasi dan penegakan hukum 

lintas lembaga. 

Tantangan lain adalah risiko ocean 

grabbing, yaitu penguasaan ruang laut oleh 

korporasi yang berpotensi menggeser hak 

masyarakat pesisir tradisional. Hal ini 

diperparah oleh kebijakan yang belum 

sepenuhnya melindungi nelayan kecil 

sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan 

dan Pemberdayaan Nelayan. 

Dalam penegakan hukum, kendala 

utama meliputi sulitnya pembuktian ilmiah 

(scientific evidence), keterbatasan 

pengawasan, serta sanksi yang cenderung 

ringan sehingga tidak memberikan efek jera. 

Pasca UU Cipta Kerja, penegakan hukum 

lingkungan juga dinilai semakin administratif 

dan kurang represif, sehingga membuka ruang 

terjadinya degradasi lingkungan. 

Secara keseluruhan, meskipun Blue 

Economy di Sulawesi Utara telah memiliki 

dasar hukum dan program yang jelas, 

keberhasilannya masih sangat bergantung pada 
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penguatan kepastian hukum, harmonisasi 

regulasi, peningkatan koordinasi antar 

lembaga, serta penegakan hukum yang tegas 

agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang 

merusak ekosistem laut dan merugikan 

masyarakat pesisir. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep blue economy merupakan suatu 

pendekatan pembangunan ekonomi 

berbasis kelautan yang menitikberatkan 

pada keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pesisir, serta kelestarian 

ekosistem laut. Di Indonesia, kebijakan ini 

menjadi bagian integral dari agenda 

pembangunan nasional yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dalam kerangka 

pembangunan ekonomi maritim yang 

berkelanjutan. Secara normatif, penerapan 

konsep tersebut memiliki keterkaitan erat 

dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan 

hidup sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama 

yang berkaitan dengan asas keberlanjutan, 

asas kehati-hatian, asas partisipatif, serta 

asas tanggung jawab negara. Dalam 

perspektif yuridis, pelaksanaan program 

blue economy di Provinsi Sulawesi Utara 

pada dasarnya telah memiliki dasar hukum 

yang cukup memadai. Pemerintah daerah 

dalam hal ini mengacu pada ketentuan 

nasional sebagai pedoman dalam 

merumuskan kebijakan teknis di sektor 

kelautan dan perikanan. Meskipun 

demikian, masih terdapat berbagai 

permasalahan, khususnya terkait dengan 

harmonisasi regulasi antara pemerintah 

pusat dan daerah, terutama dalam hal 

pembagian kewenangan pengelolaan ruang 

laut yang kerap menimbulkan tumpang 

tindih kebijakan. Di samping itu, aspek 

penegakan hukum lingkungan menjadi 

faktor yang sangat menentukan dalam 

menjamin efektivitas implementasi 

kebijakan blue economy. Penegakan hukum 

yang konsisten dan tegas akan memberikan 

kepastian hukum serta mendorong 

kepatuhan terhadap regulasi yang telah 

ditetapkan. Selain itu, partisipasi aktif 

masyarakat dalam menjaga dan mengelola 

sumber daya pesisir juga memiliki peran 

penting dalam mendukung keberlanjutan 

program, sekaligus memperkuat 

implementasi hukum lingkungan di tingkat 

lokal. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa keberhasilan pelaksanaan program 

blue economy di Provinsi Sulawesi Utara 

tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas 

kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga 

oleh konsistensi dalam pelaksanaan serta 

efektivitas penegakan hukum lingkungan 

hidup. Sinergi antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta menjadi 

faktor kunci dalam mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. Oleh 

karena itu, diperlukan komitmen yang 

berkesinambungan dari seluruh pemangku 

kepentingan untuk terus menyempurnakan 

dan mengembangkan implementasi blue 

economy agar selaras dengan prinsip-

prinsip hukum lingkungan hidup, sehingga 

Provinsi Sulawesi Utara diharapkan 

mampu menjadi model dalam mewujudkan 

pembangunan kelautan yang berkelanjutan, 

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. 

2. Pembangunan di sektor kelautan dan 

perikanan merupakan salah satu fondasi 

utama dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional Indonesia sebagai negara 

kepulauan. Besarnya potensi sumber daya 

laut yang dimiliki menuntut adanya pola 
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pengelolaan yang tidak semata-mata 

berorientasi pada eksploitasi, melainkan 

juga memperhatikan aspek keberlanjutan 

lingkungan hidup. Seiring dengan 

perkembangan zaman, paradigma 

pembangunan mengalami pergeseran yang 

signifikan dari pendekatan konvensional 

menuju pendekatan yang lebih 

berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsep 

blue economy hadir sebagai strategi yang 

mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi 

dengan upaya pelestarian ekosistem laut 

secara seimbang dan berkesinambungan. 

Dari sisi pengaturan hukum, pengelolaan 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 

berlandaskan pada United Nations 

Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi 

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

1985. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

negara pantai memiliki hak berdaulat untuk 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi 

sumber daya alam hingga batas 200 mil laut 

yang diukur dari garis pangkal. 

Selanjutnya, kepastian hukum memiliki 

keterkaitan yang erat dengan efektivitas 

penegakan hukum. Apabila penegakan 

hukum tidak berjalan secara optimal, maka 

kekuatan mengikat dari peraturan yang ada 

akan melemah, sehingga tujuan dari 

implementasi program blue economy 

menjadi sulit untuk diwujudkan secara 

maksimal. Di sisi lain, dinamika global 

turut memberikan tekanan bagi Indonesia 

untuk menerapkan pengelolaan sumber 

daya laut yang berkelanjutan. Berbagai 

komitmen internasional dalam bidang 

perlindungan lingkungan menjadi 

pendorong bagi pemerintah untuk 

memperkuat regulasi, baik di tingkat 

nasional maupun daerah. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya keselarasan antara 

kebijakan pusat dan daerah dalam rangka 

mendukung implementasi konsep blue 

economy. Harmonisasi regulasi ini menjadi 

penting guna mencegah terjadinya tumpang 

tindih aturan serta meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program di lapangan. Dengan 

demikian, penelitian mengenai kepastian 

hukum dalam pengaturan dan implementasi 

program blue economy di Provinsi 

Sulawesi Utara menjadi relevan untuk 

dilakukan.  

B. Saran 

1. Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan 

agar pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi 

Utara, dapat memperkuat harmonisasi 

regulasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program blue economy. 

Sinkronisasi kebijakan ini penting untuk 

menghindari tumpang tindih kewenangan, 

terutama dalam pengelolaan wilayah pesisir 

dan laut, sehingga tercipta kepastian hukum 

yang lebih jelas dan efektif dalam 

implementasinya. Selain itu, diperlukan 

peningkatan kapasitas kelembagaan serta 

sumber daya manusia dalam pengelolaan 

program blue economy. Aparatur 

pemerintah dan pemangku kepentingan 

lainnya perlu dibekali dengan pemahaman 

yang komprehensif mengenai prinsip-

prinsip hukum lingkungan hidup agar 

pelaksanaan kebijakan dapat berjalan 

sesuai dengan asas keberlanjutan, kehati-

hatian, dan tanggung jawab lingkungan. Di 

sisi lain, penegakan hukum lingkungan 

harus dilakukan secara konsisten dan tegas 

terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di 

wilayah pesisir dan laut. Penguatan 

pengawasan serta pemberian sanksi yang 

efektif diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan terhadap regulasi, sehingga 

tujuan pelestarian lingkungan dan 

pemanfaatan sumber daya secara 
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berkelanjutan dapat tercapai. Selanjutnya, 

partisipasi aktif masyarakat pesisir perlu 

terus didorong melalui edukasi dan 

pemberdayaan yang berkelanjutan. 

Keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya laut tidak hanya 

akan mendukung keberhasilan program 

blue economy, tetapi juga memperkuat 

implementasi hukum lingkungan hidup di 

tingkat lokal, sehingga tercipta 

pembangunan kelautan yang berkelanjutan 

dan berkeadilan di Provinsi Sulawesi Utara. 

2. Sebagai upaya meningkatkan kepastian 

hukum dalam pengaturan dan implementasi 

program blue economy di Provinsi 

Sulawesi Utara, disarankan agar 

pemerintah melakukan penataan regulasi 

secara lebih sistematis dan terintegrasi. 

Penyelarasan antara peraturan pusat dan 

daerah perlu diperkuat guna menghindari 

disharmonisasi kebijakan yang berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian dalam 

pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penting 

bagi pemerintah untuk memperjelas 

pembagian kewenangan antar lembaga 

yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut. Kejelasan ini akan 

memberikan arah yang tegas dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-

masing institusi, sehingga implementasi 

program blue economy dapat berjalan 

secara efektif dan tidak saling tumpang 

tindih. Perlu dilakukan penguatan terhadap 

mekanisme penegakan hukum lingkungan. 

Aparat penegak hukum harus mampu 

bertindak secara profesional, konsisten, dan 

transparan dalam menangani setiap 

pelanggaran, sehingga dapat menciptakan 

efek jera sekaligus meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 

Keterlibatan masyarakat lokal perlu terus 

diperkuat melalui pendekatan partisipatif. 

Edukasi hukum dan peningkatan kesadaran 

lingkungan di kalangan masyarakat pesisir 

menjadi langkah strategis untuk mendorong 

kepatuhan terhadap regulasi serta 

mendukung pengelolaan sumber daya laut 

yang berkelanjutan. Akhirnya, diperlukan 

adanya evaluasi dan pengawasan yang 

berkelanjutan terhadap pelaksanaan 

program blue economy. Monitoring yang 

sistematis dan berbasis data akan 

membantu pemerintah dalam 

mengidentifikasi berbagai kendala yang 

dihadapi, sekaligus menjadi dasar dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih adaptif 

dan responsif terhadap dinamika yang 

terjadi di lapangan. 
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